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[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi
yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan
atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP l%C>

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktMmbat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
Pasal 38 ayat (1) UU KIP @

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi p“'%l. «dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penm::n Sengketa Informasi Publik

melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi bat 14 (empat belas) hari kerja
setelah menerima permohonan pcnyclcsaian}%%m Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentugn 1 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:
ui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publi
apggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan

a. Pemohon tidak puas terhadaj

PPID; atau :
b. Pemohon tidak menddpa tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada

atasan PPID dalam & waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima

-~

oleh atasan PPI% W

[3.8] Menimbang baﬁ%‘( rdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme
i dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

memperoleh in
seperti di da paragraf [2.2] sampai dengan [2.4].

[3,9] ]@nbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8]
Majg berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan

absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang

menyangkut Badan Publik Provinsi yang bersangkutan.
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[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKI 1 Tahun 2018 tentang
standar layanan publik desa dinyatakan: Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.

Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan:
Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan men c@an
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ko akan

oleh Komisi Informasi Provinsi. &

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 tahun wg Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan mq%lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bwi]ayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kg@gm masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau g isional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repub nesia.

Pasal 23 Pemerintahan Desa disele s oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25 Pemerintah Desa %Q‘ana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang
disebut den Jain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut

dengan c;)m?\'al

[3.14] n g bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan
Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai fugas menyelenggarakan
rtentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di Desa Tinduk, Kabupaten Kotawaringin

Timur merupakan Badan Publik.

para

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.14] Majelis berpendapat Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan relatif dalam menerima,

memeriksa dan memutus sengketa @ quo.
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Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon

adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada
Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa m% yang

sah, yaitu:
. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lq& sah yang

dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indongsia,
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri l?i?)dan Hak Asasi
Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republi onesia dalam hal

Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon mewakili kelompok orang. : .

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidan mohon telah menempuh mekanisme
permohonan informasi dan mengajukan Perm Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

mberi kuasa dalam hal

sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [ 5

[3.18] Menimbang bahwa berd ian paragraf [3.16] Majelis berpendapat Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hi gal standing) dalam sengketa a quo.

B. Kedudukan Huk %I Standing) Termohon
[3.16] Menimba& ahwa berdasarkan ketentuan:

Pml_l\\r 12 UU KIP
Pemohien Tnformasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
ukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

asal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013
% Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon

adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada
Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang

sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat

membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah
Badan Hukum.

2;
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3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon
mewakili kelompok orang,

[3.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme
permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8].

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.16] Majelis berpendapat Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon ‘§>
[3.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Desa Tinduk seh%) rmohon
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo sesungguhnya E&L uraikan dan
dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” (paragraf [3.10] Mengan paragraf
[3.18)). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan
mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagama aksud pada bagian ini

L ]

(Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon). :

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian m@f [3.19] diatas, Majelis berpendapat
Termohon memenuhi syarat kedudukan ﬁk{n (legal standing) sebagai Termohon
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik%l» ngketa a quo.

\

D. Batas Waktu Pengajuan Pe n Penyelesaian Sengketa Informasi.
[3.21] Menimbang bahwa Pe @ telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan

mengajukan Permoho Pepyelesaian  Sengketa Informasi Publik seperti diuraikan pada
paragraf [2.2] sampai [2.4].

[3.22] Meni ﬁahwa berdasarkan ketentuan:

ayat (2) UU KIP

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling
* lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. | Tahun 2013
mengatur;

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;
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[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan
kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] poin 2.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] poin 3.

[3.26] menimbang bahwa dalam fakta persidangan pemohon melebihi batas waktu 14 hari kerja

dalam hal mengajukan sengketa ke komisi informasi provinsi kalimantan tengah.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] sampai paragraf [3. @lis
berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pub]ik' ' jukan
Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) %’

Juncto 13
huruf a Perki No. | Tahun 2013. \)
[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (ﬁ%ﬁ;ﬁ No. 1 Tahun 2013,

mengatur;
Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu kelgg%m-sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan sela untuk menerima ataupun

menolak permohonan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian peigaragraf [3.28] Majelis memandang perlu
untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak m mbangkan pokok perkara a guo.

g
&SMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh | fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Info : nsi Kalimantan Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa

dan memutus pefmohonan a quo.
2. Pemoh@lliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

eta a quo.
3. (Tetmohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam

-%;engketa a quo.
4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kadaluarsa
tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki Nomor

1 Tahun 2013.
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